
BUPATI MUSI RAWAS 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS 
NO MOR 20 TAHUN /k>:23 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 16 
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

K.ABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MUSI RAWAS, 

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Musi Rawas Tahun 2023 telah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023; 

b. bahwa dikarenakan adanya perkembangan yang 
tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan 
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan 
daerah serta rencana program dan kegiatan, maka 
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 
2022 perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023. 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, 
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka 



Menghadapi Ancarnan yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalarn Rangka 
Menghadapi Ancarnan yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang 
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6865); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6332); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114}; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 1419); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan 



 

Menetapkan 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2021 Nomor 13); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 
2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah 
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 
Rawas Tahun 2021 Nomor 7). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas 
Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 16), 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) 
Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 2A 

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 
disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2022 
KABUPATEN MUSI RAWAS SAMPAI 
DENGAN TRIWULAN II 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 
DAERAH 



 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS 
TAHUN 2023 

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN 
PENDANAAN KABUPATEN MUSI RAWAS 
TAHUN 2023 

BAB VI PENUTUP 

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) 
Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai 
berilrut: 

Pasal 3A 

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Kabupaten Musi 
Rawas sebagairnana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini adalah merupakan bagian yang 
tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi 
Rawas. 

Ditetapkan di Muara Beliti 
pada tanggal,o2r JUC.i' 2023 

BUPATI MUSI RAWAS, 

dto 

RATNA MACHMUD 

Diundangkan di Muara Beliti 
pada tanggal, J 8 Jul( 2023 

Pj . SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MUSI RAWAS, 

dto 

AIDIL RUSMAN 

R~ RTTA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN~NOMOR flD 

~~LUl:~~VAI DEN GAN ASLINY A 
GIAN HUKUM, 

~~ #'--

{! 

tama Muda 
23 199202 1 003 

5 


